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(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau
menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Gubernur.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung,  menyetor, dan  melaporkan  Pajak
yangterutang untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1
(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama
3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang
Telah Ditentukan

Pasal 43

(1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Ayat (1) huruf dialokasikan paling sedikit 10%
(sepuluh  persen) wuntuk pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b, dialokasikan paling sedikit
50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan
kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak,
dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Bagi Hasil Pajak
Pasal 44

(1) Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian
diperuntukkan bagi kabupaten/kota dengan ketentuan
sebagal berikut:

a. hasil penerimaan PAP  dibagihasilkan  kepada
kabupaten/kota sebesar:
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1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada
pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota; atau

2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada
hanya pada 1 (satu) kabupaten/kota.

b. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
dan

c. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

(2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar
kabupaten /kota.

(3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam Besaran bagi hasil
Pajak per kabupaten/kota di Provinsi, dengan ketentuan:

a. bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibagi secara proporsional paling kurang
berdasarkan variable panjang sungai dan/atau luas
daerah tangkapan air;

b. bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
huruf b dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh
puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan
Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada
seluruh kabupaten/kota di Provinsi yang
bersangkutan; dan

c. bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling
kurang berdasarkan variable jumlah penduduk
kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan

(4) Alokasi besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 45

(1) Penyaluran bagi hasil Pajak dilakukan melalui
pemindahbukuan dari kas Daerah provinsi ke kas
kabupaten /kota.

(2) Penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP dilakukan 7 (tujuh)
hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang menjadi
dasar penghitungan bagi hasil Pajak.

(3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan
berdasarkan Kketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak
Rokok.
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BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 46

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 47

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa
Umum, meliputi:

a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan pasar; dan
c. pengendalian lalu lintas.

Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Provinsi berdasarkan kewenangan Provinsi.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas
pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek
diatur dalam Peraturan Gubernur.

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,
dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejakPeraturan Gubernur ditetapkan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-24 -

(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa
umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak
swasta.

Pasal 48

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Kkesehatan di
puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai
pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan
administrasi.

Pasal 49

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) huruf b adalah penyediaan  fasilitas  pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang
dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal S50

(1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) huruf ¢ merupakan pengendalian atas
penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau
kawasan tertentu pada/waktu tertentu oleh pengguna
kendaraan bermotor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas
diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perhubungan.

Pasal 51

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi

atau Badan yang menggunakan atau menikmati
pelayanan Jasa Umum.

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi
atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 52

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
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(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis
pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka
waktu pelayanan;

b. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur —
berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi
parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu
pemakaian tempat parkir;

c. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi
pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar
dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

d. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi
ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu
penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan
Bermotor.

Pasal 53

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum  ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya
modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan
biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai BLUD.

Pasal 54

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif
Retribusi.

Pasal 55

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perda ini.
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(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud _—
pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 56
(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang
merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil
bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya
dalam lingkungan tempat pelelangan;

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
pelayanan jasa kepelabuhanan;

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

® =0 a0

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air;

h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi;
dan

i. pemanfaatan aset Provinsi yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerah dan/atau optimalisasi.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi

berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan
kewenangan Daerah,

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
pelayanan yang diberikan oleh BLUD,

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas
pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek
diatur dalam Peraturan Gubernur,
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(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan
Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. =

(6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diundangkan.

Pasal 57

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan
penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar
grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan,
serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 58

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi,
dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam
lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan
tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Provinsi untuk melakukan pelelangan ikan,
ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa
pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di
tempat pelelangan

(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh
Pemerintah Provinsi dari pihak lain untuk dijadikan
sebagai tempat pelelangan.
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Pasal 59

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf ¢ adalah
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Provinsi.

Pasal 60

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d
adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Provinsi.

Pasal 61

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf e adalah pelayanan kepelabuhanan

pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Provinsi.

Pasal 62

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f adalah
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Provinsi.

Pasal 63

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyeberangan
orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 64

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h

adalah penjualan hasil produksi wusaha daerah oleh
Pemerintah Provinsi.
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Pasal 65

Pemanfaatan aset Provinsi yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat

daerah dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 56 ayat (1) huruf i adalah pemanfaatan aset daerah yang

~tidak -menggangu penyelenggaraan-tugas-dan-fungsiorganisasizews .
dan/atau optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah

status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi
atau Badan yang menggunakan atau menikmati
pelayanan Jasa Usaha.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau
Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha

Pasal 67

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
ketentuan:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur
berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan,
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar
grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan
luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan,
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat
pelelangan;

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi
pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan
atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi
pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau
vila;
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e.  pelayanan  jasa kepelabuhan  diukur  berdasarkan
frekuensi  pelayanan,  jangka  waktu pemakaian
fasilitas  kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau
volume penggunaan pelayanan,

f. pelavanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga
divkur  berdasarkan  jenis  [fasilitas, frekuensi
pelayanan, dan/atau  jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga,

g pelavanan penveberangan di air diukur berdasarkan
frekuensi  pelayanan dan/atau jangka waktu
pemakaian fasilitas penyeberangan di air;

h.  penjualan  produksi usaha  Daerah  diukur

berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha
Daerah; dan

1. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis
pemanfaatan aset, jenis pelayanan, [rekuensi

pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset
Daerah.

Pasal 68
(1

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retnibusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh
keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan

Jasa usaha  tersebut dilakukan secara efisien dan
beronentas: pada harga pasar.

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Usaha yang dibenkan oleh BLUD ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai BLUD.
Pasal 69
Besaran Reunbusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan
Cara  mengalikan uUngkat penggunaan jasa dengan tarif
Ketnbusi
Pasal 70

(1) Suukwur  dan  besaran tarf Retnibusi Jasa Usaha
tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan bagian
Udak terpisahkan dan Perda ini

(4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Dacrah berupa ¢

@ MW yalg masa sewanya lebih dan 1 (satu) tahun,

b Kenja saina pemanfaastan,
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